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ABSTRACT
Street vendors ond the city ore Iike two sides ol the coin The existence of that one
will atways be lollowed by onother presence. However, the city government would
olways consider street vendors os o virus ol development thot must be erodicated'
This is the dilemmo faced by the existence of street vendors. However, there ore
some municipolities can collaborote vlith street vendors to build the city in
occordance with the vision ond mission as well os friendly to the environment
Bondorlampung city government also hos a hope for street vendors to continue its
activities, without disturbing the beouty ond cleonliness ol the city, Vorious
policies have been issued by the government of Bondor Lompungcity , however the
appeored streetvendors problems, sofor, hove not been solved properly
Keyword: street vendors, city and Public Policy
LATAR BELAKANG
MasaLah keb j jakan meruPakan
sebuah fenomena yang memang harus ada
mengingat jdak semua kebijakan yang
d ike tuarkan o teh  pemer in tah  dapat
diterima oteh seturuh masy'arakat. Tak
jarang kebijakan dari pemerintah itu justru
menimbulkan masalah baru di datam
masyarakat. Kenyataan ini dapat dit ihat
d  a r i  baga imana pemer in tah  da lam
memberdayakan para pedagang kaki t ima.
Kebijakan tatanan kota yang meruiuk pada
ketertiban dan keindahan kota meniadikan
sebuah harga mahat bagi kehadiran para
pedagang kaki t ima.
Pembanqunan dalah suatu proses
perubahan tanpa henti yang merupakan
kemampuan dan perbaikan kea rah tujuan
yang ingin drcapai. Pembangunan juga
merupakan saLah satu cirri khas pada
Negara yang berkembang. Pernbangunan
yang kinj sedang berkembang dan terus
menerus ditaksanakan di berbagai sector,
kesemuanya ini tetah menjadi program
pemerintah dalam menuju pembangunan
nasro4a l ,  sebaga tma la  ha l 'e l .a l
pembangunan nas iona t  ada tah
pembangunan manusia yang seutuhnya,
yang  d ia r t i kan  un tuk  mencapa i
kesejahteraan tahir dan batjn. Pemerintah
Indonesja teLah menetapkan bahwa strategi
pe-bangunan d i tekankan  kepada
perba jkan kuat i tas  h idup masyarakat
Indonesia agar lebih merata dan sekaligus
ditunjukkan puta untuk mencapaj t ingkat
per tumbuhan sos ia l  ekonomi  yang
a4
memadai. SaLah satu sector yang penting
datam mewujudkan masyarakat yang adil
dan sejahtera adalah pembangunan di
sectorinformat.
Sec to r  in fo  rma I  merupakan
pekerjaan aLternative yang dipjLih oteh
migran t  d i  perko taan demi  un tuk
mempertahankan ketangsungan hidup dan
pada umumnya merupakan jenis pekeriaan
yang padat karya. Datam artian bahwa tjdak
dipertukan pendidikan yang tinggi, t idak
diperlukan keterlampjtan khusus dan modat
yang besar, karena tidak adanya kepastian
has i t  yang d ipero leh  dan kepas t ian
kebertangsungan yang diperoleh, serta
pendapatan yang djperoleh retative kecit,
Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL)
te tah  banyak  meny i  ta  perha t ian
pemer in tah .  Karena PKL ser ing  kau
dianggap mengganggu ketertiban tatu
L in tas ,  j a lanan  men jad i  te rcemar ,
menimbuLkan kerawanan sosial dan tata
ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat
kebijakan pemerintah harus besikap arif
datam menentukan kebj jakan.
PKL sendiri memitiki banyak makna,
ada yang mengatakan term "PKL" berasal
dar i  o rang yang ber jua tan  dengan
menggelar barang dagangannya dengan
bangku/meja yang berkaki empat kemudian
jika ditambah dengan sepasang kaki
pedagangnya maka menjadi berkaki t ima
sehingga timbuttah jutukan pedagang kaki
tjma. Tak hanya itu saja, ada juga yang
memaknai PKL sebagai pedagang yang
menggetar dagangannya di tepi jatan yang
tebarnya tima kaki (5feet ) dari trotoar atau
tepi jaLan. Ada puta yang memaknai PKL
dengan orang yang metakukan kegiatan
usaha  berdagang  dengan  m a  ksud
memperoteh penghasitan yang sah, dan
ditakukan secara tidak tetap dengan
kemampuah yang terbatas, bertokasj di
tempat atau pusat-pusat keramaian.
Maraknya PKL berbuntut pada
muncu lnya  berbaga i  persoaLan.  Ada
aggapan bahwa keberadaan PKL yang
semrawut dan tidak teratur mengganggu
ketertiban, keindahan serta kebersihan
l ingkungan.  Lokas i  berdagang yang
sembarangan bahkan cenderung memakan
bibir jatan sangat mengganggu lalu hntas
baik bagi pejalan kaki maupun pengendara
motor atau mobjt. Setain itu, parkir
kendaraan para pembeli yang tidak teratur
iuga sangat mengganggu ketertiban. Belum
lagi masatah l imbah atau sampah. Setama
ini para PKL betum sadar akan pentingnya
ke bers i  han seh ingga ke indahan d i
tingkungan pun sutit diwujudkan. Mutu
barang yang diperdagangkan juga harus
diperhatikan, sehingga nantjnya tidak
merugikan konsumen.
Sebenarnya sudah sejak lama pihak
pemer intah berusaha menertibkan PKL,
tetapr persoatan yang ada betum juga
terseLesaikan, Para PKL tetap ngotot untuk
berjuatan di temapt-tempat keramaian.
Wataupun sudah ada peraturan dan
kesepakatan antara pihak peamerintah dan
para PKL, akan tetapi hal tersebut kurang
diindahkan sehingga jumtah PKL terus
menjngkat. Upaya tegas dan seiumtah
kebijakan baru pertu diberlakukan agar
penertiban PKLdapat djwujudkan.
Masalah keberadaan pedagang kaki
[ima terutama di kota-kota besar meniadi
warna te rsend i r i  ser ta  men j  ad jkan
pekerjaan rumah bagi pemerintah kota.
Pedagang .kaki l ima atau PXL adatah
merupakan pihak yang patinq merasakan
dampak dari berbagai kebijakan yang
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dikeluarkan oleh pemerintah terutama
keb i jakan  ten tang  ke te r t iban  dan
keindahan kota. Dampak yang paling
signifikan yang dirasakan oleh PKL adatah
seringnya PKL menjadi korban penggusuran
oleh para Satpot PP serta banyaknya
kerugian yang diatami oteh PKL tersebut,
baik kerugian materit maupun kerugian non
materit.
pemerintah datam mengeluarkan kebijakan
dalam hal ini retokasi, relokasi tersebut
adatah pemerintah berupaya mencari win.
win sotution atas permasatahan pKL.
Dengan dikeluarkannya kebijakan retokasi,
pemerintah dapat mewujudkan tata kota
yang indah dan bersih, namun juga dapat
memberdayakan keberadaan PKL untuk
menopang ekonomi daerah.
Keberadaan PKL meniadi hat yang Pemberdayaan PKL melalui retokasi
pal.ing penting bagi pemerintah untuk tersebut ditujukan untuk formatisasi aktor
segera dicarikan sotusinya. Seringnya jnformaL, artinya dengan ditempatkannya
terjadi penggusuran terhadap keberadaan pedagang kaki tima pada kios-kios yang
PKL menuntut pemerintah untuk segera disediakan maka pedagang kah tima telah
mencarikan tempat atau atternatif tokasi legal menurut hukum. Sehingga dengan
bagi para PKLuntuk menjalankan usahanya. adanya legalisasi tersebut pemkab dapat
Jika pemerintah tidak mampu untuk menarik restribusi secara dari para
mencarikan sotusi tentang keberadaan PKL pedagang agar masuk kas pemerintah dan
tersebut, artinya pemerintah secara tidak tentunya akan semakin menambah
tangsung menetantarkan masyarakatnya PendapatanAstiDaerah.
serta mematikan usaha dari masyarakat
un tuk  baga imana memper tahankan RUMUSAN  ASALAH
hidupnya.  Pemer in tah  harus  segera
menyetamatkan keberadaan PKLtersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang
Metalui tutisan ini penulis mengajak semua manjadi masalah dalam penetitian ini
etemen masyarakat untuk turut serta adaLah:
mendesak pemerjntah agar segera mencarj 1. Bagaimanakah lmptementasi Kebijakan
solusi untuk menyetamatkan keberadaan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota
dari PKL tersebut, Permasalahan PKL BandarLampung?
men jad i  menar ik ,  ka rena  PKL men jad i  2 .  Fak to r - fak to r  apakah  yang
sebuah ditema tersendiri bagi pemerintah. mempengaruhi Kebjjakan penanganan
Di satu sisi PKL sering mengganggu tata Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar
ruang kota, disisi tain PKL menjalankan Lampung?
peran sebagai Shadow Economy. Namun,
mengingat bahwa kontrjbusi PKL sangat
besar bagi semua kaLangan masyarakat. TUJI.JAN
Keberadaan  ya  sanga t  membantu
masyarakat erutama saat.saat kondisi Tujuan daripenetlt ian ini adalah:
tertentu.
1. Mendeskripsikan dan menganalisisi
lmptementasikebijakanpemerintah Kebijakan penanganan pedagangKaki
yaitu dilakukan dengan pemikiran yang Limadi Kota Bandar Lampung.
rasionaI dan proporsiona[. Logikanya
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2. Mendeskripsikan dan menganatisis
faktor-faktor yang mempengaruhi
Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki
Lima di Kota Bandar Lampung.
METODE PENELITIAN
Datam peneLitian i i t ipe peneLitian
yang digunakan adatah tipe penetit ian
deskriptif yaitu tipe penetit ian yang
memusatkan perhatian pada masalah-
masatah yanq ada pada saat peneLjtjan
dilakukan (saat sekarang) atau masatah"
masatah yang bersifat actual dengan
menggambarkan fak ta - fak ta  ten tang
masatah yang disetjdiki sebagaimana
adanya, yang kemudian diir ingi dengan
interpretasi rasionat. (Hadari Nawawi; 1983
). Adapun fokus penelit jan ini diarahkan
pada lmptementasi Kebijakan Penataan PKL
di pasar bambu Kuning Kota Bandar
Lampung yang meliputi:
1. Proses PeLaksanaan Penataan PKL di
pasar bambu Kuning Kota Bandar
Lampung: yang akan diLihat dari
petaksanaan kegiatan-kegiatan yang
ditakukan datam penataan PKL di Pasar
Bambu kuning selama tahun 2006
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
keg ia tan  imp lementas i  keb i jakan:
djtihat dari kontens (isj) dan konteks
(tjngkungan) imtementasi kebijakan
penataan PKLyakni:
a. lsi dari kebijakan penataan PKL,
ditihat dari:
1 ) Pihak yang berkepentingan
2)  Jen is  manfaa t  yang  dapa t
d i  pe ro  leh  dar i  keb i jakan
penataan PKL








b. Konteks (tingkungan) implementasi
kebijakan penataan PKL, dit ihat
dari:
1) Kekuasaan dan strategi-strategi
para aktor yang terlibat
2) Karakteristik tembaga (rezim)
3) Kepatuhan dan daya tanggap
Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara ,  obse rvas i  dan
dokumentasi. Sedangkan anatisis data
dilakukan dengan tiga tahap yakni reduksi
data, penyajjan data dan verif ikasi/
kesimputan.
ANALISIS IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN
PENATAAN PKL DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Datam penelit ian ini, penetit i akan
mengkaii pelaksanaan penataan PKLdi kota
Bandar Lampung pada tahun 2006, dengan
menggunakan  modet  im p  teme n tas i
kebijakan dari Grjndte sebagai pendekatan
untuk memahami masalah-masalah yang
berkembang pada saat  pe laksanaan
nan: t ; rn  P( l  tF r<ahI r
Modet lmptementasi kebijakan dari
Grindte tebih menekankan pada makna
imptementasi kebjjakan sebagai proses
administrasi dan potit ik, yaitu tebjh
memperh i tungkan  rea  L i  ta - rea t i ta
kekuasaan atas kemampuan kelompok yang
dominan dan berpengaruh, lmptementasi
kebijakan menurut Grindte bukanlah
sekedar  bersangku t  pau t  dengan
mekan isme pen j  aba  ra  n  kepu tusan-
keputusan potit ik ke datam prosedur-
a7
prosedur rutin Lewat saluran-saluran
b i rokras i ,  meta jnkan teb ih  dar i  i tu ,
imptementasi kebijakan juga menyangkut
masatah konftik. keputusan dan siapa
memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Keberhasilan implementasi dari suatu
kebijakan sangat ditentukan dari derajat
imptementabitity dari suatu kebijakan
(yaitu kemampuan kebjjakan tersebut
untuk diimptementasjkan).
Hat penting yang perlu diperhatikan
datam lmplementasi Kebijakan Pubtic yaitu
a-  Per i taku  dar i  [e  mbaga -  [e  m baga
administrasi atau badan-badan yang
bertanggungjawab tas suatu program
ber iku t  pe taksanaannya te rhadap
kelompok-ketompok sasaran.
b. Berbagaj jarjngan kekuatan potlt jk,
sosiat, dan ekonomi yang langsung
be  rpen  ga  ruh  te rhadap  per i taku
berbagaj pihak yang tertibat datam
program
c. Dampak (yang diharapkan ataupun yang
tidak diharapkan) terhadap program
berikut.
Jad i ,  Imptementas i  Keb i jakan
adalah petaksanaan dasar, misatnya datam
bentuk  undang-undang (a r t i cu ta t ion) ,
namun dapat puta berbentuk perintah-
per i  n ta  h  a tau  keputusan-keputusan
eksekutif yang penting atau keputusan
badan peraditan.
lmp lementas i  men jad i  pent ing
karena kebijakan pubtic itu pada dasarnya
dan seringkati dirumuskan/dinyatakan
secara garis besar saja yang beris
tujuan/sasaran dan saran pencapaiannya.
Kebijakan tanpa implementasi, hanyatah
berupa tumpukan berkas dan arsip yang
tidak berguna.
Dengan menggunakan imptementasi
kebjjakan dari Grindte, peneUti akan
mencoba inelihat pola kebijakan yang
diaptikasikan Pemkot Bandar Lampung
dalam meLakukan penataan PKL. secara
tebih mendatam modeL imptementasi
kebijakan ini juga akan sangat membantu
untuk metihat apakah faktor-faktor yang
mempengaruhj imptementasi kebijakan
sudah cukup mendukung pada tataran
petaksanaan kebijakan penataan PKL di
pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampung.
sebaga imana te tah  d i je taskan
sebetumnya, datam penetit ian ini ada dua
hat yang menjadi focus pene{it ian, yaitu: 1)
Proses pelaksanaan penataan PKL di pasar
Eambu Kuning kota Bandar Lampung pada
tahun 2006 dan 2) faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasitan petaksanaan
kebijakan. Kedua hal tersebut akan dibahas
tebih tanjut datam bab jnj.
Proses Pelaksanaan pentaan PKL di pasar
Bambu Kuning Kota Bandarlampung.
Petaksanaan penataan PKL pada
masa pemerintahan kota Bandar Lampung
periode 2005-2010 ditakukan dengan
meretokasi (memindahkan) tempat usaha
PKLdan mdmbangun tempat usaha bagi PKL
pada lokasi yang tayak (datam arti tidak
melanggar peraturan yang berlaku). Pasar
Bambu Kuning merupakan satah satu lokasi
yang menjadi target sasaran dari kebijakan
penataan PKLpada t hun 2006. Petaksanaan
penataan PKL di pasar ini pada dasarnya
tetah ditakukan sejak bulan Agustus tahun
2005 metanjutkan upaya penataan PKLpada
masa pemerintahan sebetumnya (PJS Hetmi
Machmud) yang juga berencana untuk
memindahkan PKL di sekitar pasar Bambu
Kuning ke lantai 2 bangunan Bambu Kuning
Ptaza. AwaL dari pelaksanaan penataan PKL
pada masa pemerintahan periode 2005-
2010 dimutai pada bulan Agustus 2005
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dengan pembangunan tempat usaha bagi
PKL oleh pihak pengembang yakni PT.
Sen jaya  Re jek i  Mas yang mel ipu t i
merenovasi [antai 2 dan penyedjaan lapak-
tapak bagj para PKL di pintu masuk utara,
setatan dan PKL yang berada dibawah
tanqga poros datam escatatot
Setelah tempat usah tersedia,
pemerintah yang datam hat ini adatah unit
petaksana teknis Dinas pasar (UPTD) l l pada
tangga t  17  November  2005
menSosiahsasikan rencana pemerintah yang
akan menata PKL ke tantai 2 dan tantai 3
Bambu Kuning Ptaza. Rencana pemerintah
datam penataan PKLtersebut ternyata tidak
ditanggapi positif oteh PKL, sehingga
mesk ipun  pemer in tah  te lah
mensosialisasjkan re cana penataan PKL
dan berkati-kau memberikan tenggat waktu
kepada para PKL untuk pindah namun PKL
masih tetap bertahan di tokasi awat dimana
mereka berjuatan.
Adanya sikap resisten PKL tersebut
kemudian disjkapi oteh PemKot Bandar
Lampung dengan mengeluarkan surat
edaran  dar i  Wa l i ko ta
No.188 .42 . /1150 /21 l2005  yang  ber i s i
pemberitahuan mengenai batas waktu
(deadtine) bagi para PKL yang berada di
pjntu masuk utara, setatan dan di bawah
tangga escatator untuk pindh ke tantai 2
Bambu Kuning Ptaza. akan tetapi batas
waktu tersebu tetap tidak diindahkan oteh
para PKL sehingga [angkah penertiban
terpaksa dilakukan oteh pemerintah pada
tanqgal 16 Desember 2005.
Hasitdari penataan PKtpasar Bambu
Kuning pada akhir Desember 2005 tersebut
pada akhirnya menyisahkan permasatahan.
Banyak para PKL yang tetap bertahan di
tokasi awat, dan bahkan para PKLyang telah
diretokasi ke tantai 2 kembati tagi
berdagang  pad  a  Iokas i  semuta .
KetidakberhasiLan peLaksanaan penataan
PKL pada tahun 2005 kemudian kembali
disikapi oLeh pemkot Bandar Lampung pada
tahun 2006 dengan membentuk tim
operasional penataan PKL yang bertugas
untuk merencanakan dan melaksanakan
kegiatan penataan PKL.
Petaksanaan penataan PKL di pasar
Bambu Kuning pada tahun 2006 kemudian
dipusatkan pada PKL yang berada di sekitar
bahu iatan pasar Bambu Kuning (yakni Jatan
lmam Bonjot, Jatan Batu Sangkar, Jatan
Bukit Inggi) dan PKL yang mengitari
bangunan tiambu Kuning Plaza (seperti area
parkir barat dan timur). Untuk PKL yang
berada di Lokasi-tokasi tersebut tetah
disediakan tempat baruyakni di lantai 3 dan
tahan eks penjara (tahan baru).
Adapun tokasi-tokasi yang menjadi
sasaran penataan PKL pasar Bambu Kuning
pada tahun 2006 dapat dit ihat secara jetas
pada tabetdibawah ini
Obiek penataan PKL menempati lantai 3
Bambu Kuning Plaza Bandar Lampung.
Menemparl aah! Jala.








Snbet UP|D tl Dinos Pasot nengenai objek penar@n PKL n.nefr|lotl
Dalam proses pelaksanan penataan
PKL, kegiatan-kegiatan yang ditakukan
antara [ain kegiatan pensosialisasian
Informasi mengenai rencana relokasi,
membanguir tempat usaha bagi PKL dan
menertibkannya. Xegiatan-kegiatan yang
ditakukan berdasarkan rencana yang tetah
d i te tapkan  sebe tumnya  o leh  t im




Sebetum eLaksanakan retokasi PKL
ke Lolisi baru, pemerintah terlebih dahutu
melakukan sosiatisasi mengenai rencana
retokasi kepada para PKL. Sosiatisasi
mengena j  rencana Penataan PKL in i
ditakukan oteh UPTD ll selaku pengeLoia
pasar Banrbu Kuning dan juga ditakukan oteh
poL PP selaku pihak yang akan menertibkan
PKL.Dengan demikian, dapat disjmputkan
bahwa petaksanaan sosiatisasi ditakukan
secara tertuus melaui surat edaran dan
secara tisan melalui pertemuan antara
pemerintah dan PKL.
Pembangunan tempat usaha PKL
PeLaksanaan pembangunan tempat
usaha ditakukan oteh pemerintah untuk
memberikan tokasi pengganti bagi PKL yang
akan ditata. Adanya suatu kesadaran bahwa
PKLtidak dapat diatasi dengan penggusuran
merupakan atasan yang melatarbetakangi
pemkot Bandar Lampung untuk menata PKL
dan membangun tempat usaha di tokasi tain
ya  g  sesua i .  HaL  in i  sebaga imana
d iungkapkan o th  kepata  seks i  (Kas i )
pembinaan  pe tugas  Keamanan dan
ketertiban pasar sebagai berikut: "yang
pertu ditekankan adatah bahwa kebijakan
penataan PKL bukanlah menggusur, tetapi
menata PKL pada lokasi yang sesuai, jadi
berbeda dengan penggusuran sepertj di
daerah-daerah lainnya. Kami sadar betut
ka tau  PKL d i te r t jbkan dengan cara
kekerasan matah tidak akan efektif, karena
dari pengataman"pengataman sebelumnya
juga b isa  d i l iha t ,  ka tau  PKL hanya
ditertibkan matah akan pindah ke tokasj
tainnya lagi. Kami dari Pemerintah juga
paham bahwa PKLsangat butuh lokasi untuk
berjuatant karena jtu kami coba mencarikan
tokasi tain yang Lebih representative supaya
PKLdapat metanjutkan usahanya. "
Mengena i  upaya pembangunan
tempat  usaha bag i  PKL,  Kasubd in
Pengelotaan Pendapatan Dinas Pasar
mengatakan bahwa pembangunan tempat
usaha merupakan bukti bahwa pemerintah
tidak akan begjtu saja menetantarkan PKL.
Jadi pada dasarnya para PKL tidak pertu
khawatir katau mereka tidak akan bisa
metan ju tkan usa hanya,  karena dar i
Pemerintah sudah menyiapkan tempat
usaha dan lokasi baru. Dengan demtkian
dapat dii imputkan bahwa pembangunan
tempat  usaha  d i  maks  udkan  o  teh
Pemerintah untuk tetap memberjkan
kesempatan kepada para PKL datam
menjatankan usahanya. Pemerintah juga
berusaha menghilangkan tanggapan para
PKL yang selama ini menganggap diri
mereka sebaga i  p jhak  yang se ta tu
ditelantarkan setama proses penataan PKL.
Dengan adanya pembangunan tempat usaha
yang baru bagi mereka, maka Pemerintah
menginginkan para PKL menempati lokasi
yang tetah mereka tentukan dan tidak tagi
mempergunakan tokas i -  tokas i  yang
metanggarperaluran.
Penertiban PKL
Selama proses penataan PKL pada
tahun 2006 bertangsung, Pemerintah masih
menghadapi hambatan berupa penolakan
dari para PKL, penotakan dari para PKL ini
secara ekspusjt ditandai dengan adanya
keengganan mereka untuk menempatj
tantai 3. Adanya kondisi ni tentunya dapat
menyutitkan upaya Pemerintah datam
melakukah penataan. [Jntuk mengatasj
sikap PKLyang bersikeras untuk tidak ditata
tersebut. Disikapi oleh tim operasionat
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khususnya tim penertiban umum yakni
Satpo t  PP dan apara t  pengamanan
(pottabes, kodjm, Pom TNI) dengan cara
menertibkan PKL yang masih metanggar dan
kemudian juga metakukan tindakan tegas
metalui penyitaan atau pembongkaran
tapak mitik PKL yang ditertibkan. Hat ini
merupakan tindakan penegakan Perda tau
dapat disebut sebagai bentuk dari t indakan
peraditan cepat erhadap PKL.
Dalam tiga bulan terakhir, Satuan
Potjsi Pamong Praja (Satpot PP) Kota Bandar
Lampung rnendata pedagang kaki trma {PKLI
yang ada di Pasar Bambu Kuning dan
sekitarnya. HasiLnya, didapati 20 pedagang
yang metanggar Mereka dinitai meLanggar
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun
2000 ten tang  Pem b i  naan  Umurn ,
Keter t iban ,  Keamanan,  Kebers ihan,
Kesehatan, dan Keapikan dalam witayah
Kota Bandar Lampung. Pasalnya, para
pedaqang berjuatan di badan jatany ang
notabene dilarang. Kepata Satpol PP Kota
Bandar Lampung, mengatakan, pendataan
merupakan bentuk penegakan perda yang
d i lakukan  secara  persuas i f .  Kami
melakukan penertiban secara persuasif.
Karena. mereka {pedagang) pun mencari
nafkah. Tetapi, kanli mengimbau kepada
mereka supaya tidak metanggar perda
juga" .
Datam pendataan itu, petugas
mencatat nama pedagang dan tokasj
berjualan. Satpot PP pun berencana
memasang spanduk yang berisi imbauan
kepada pedagang agar menaati Perda
Nomor 8 Tahun 2000. Namun, i ika wataupun
telah diimbau pedagang tetap berjuatan,
aparat etap akan metaksanakan prosedur
setanjutnya. Yakni mernberikan surat
peringatan dan penertjban. Untuk tangkah
ke depan, Satpot PP akan mengadakan
koord inas i  te  rpad u  bersama Dinas
Pengetolaan Pasar (DPP) Kota Bandar
Lampung. Hal tersebut untuk menyediakan
tempat bagi pedagangyang masih berjuatan
di lokasi yang dilarang. Dari penjelasan
diatas dapat diketahui bahwa petakanaan
penertiban yang ditakukan oteh satpol. PP
merupakan suatu bagian dari tindakan
penegaxan peroa.
Karena PKL se la tu  metakukan
petanggaran, maka tindakan inj terpaksa
ditakukan dan tindakan ini ditakukan atas
dasar  adanya Ia rangan penggunaan
se jumtah tokas i  -  lokas i  sebaga imana
disebutkan dalam perda No. 8 tahun 2000,
seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir
yang memang ditarang untuk dipergunakan
bagi segata jenis aktivitas usaha termasuk





PENATAAN Pi{L DI BANDARLAMPUNG
Konten (isi) kebijakan penataan PKL
Pen j  e  [asa  n  mengena i  j s j  keb j jakan
penataan PKL terkait dengan beberapa hal,
yaitu;
a. Pihak yang kepentinqannnya dipengaruhi
oLeh kebjjakan penataan PKL
b. Manfaat yang dapat diperoteh darj
kebijakan penataan PKL
c. Janqkauan perubahan yang diharapkan
d. Letak pengambilan keputusan
e. Petaksana-pelaksana kebiiakan dan
f. Sumber'sumber yang dapat disediakan.
P ihak-P ihak  yang  kepen t jngahnya
dipengaruhi
Suatu kebijakan yang djjatankan
selalu memberjkan pengaruh terhadap
pubtic aLau masvarakal. maupun juga
terhadap ke lompok,ke tompok (p jhak ,
pihak) tertentu. Kebjjakan penataan pKL
merupakan salah satu kebijakan yang
dirancang untuk menciptakan keamanan
dan ketertibbn di kota Bandar Lampung.
Perwu judan keb i jakan penataan pKL
tersebut tentunya memberi jmpljkasj
teft adap berbagai pihak kepentingan.
Ada 3 pjhak yang kepentingannya
dipengaruhi datam kebijakan penataan p(1.
Pihak-pihak tersebut yang pertama adatah
pihak-pihak yang berada di l ingkurrgan
pemkot Bandar Lampung, yang memitjki
tanggungjawab datam melakukan penataan
terhadap PKL. Kedua adatah masyarakat
umum yang secafa langsung dan tidak
langsung menjadl pihak ya.]g menerima
manfaat. Dan ketiga adatah para pKL yang
menjadi sasaran dalam kebijakan penataan
PKL.
Pihak-pihakyang kepentingannya dipengaruhj oteh
kebiiakan penataan PKL, yaitu
Untuk mengatasi emakjn tajamnya
konftik antar pemerjntah dan para pKL
tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan
suatu perundingan antara pemerintah dan
para PKL datam mengakomodir oerbagai
kepentingan yang ada. Selama jnj adanya
penotakan par a PKL dj pasar Bambu Kuning
terhadap kebijakan penaraan PKL bjsa jadi
merupakan representasi kekecewaan para
PKL terhadap kebijakan penataan pKL yang
mungkin betum mampu mengakomodasi
kepentingan mereka, dan halini seharusnya
dapat diperhitungkan oteh pemkot Bandar
Lampng seLama perumusan kebijakan
oerrangsung.
Adanya motjvasi pemerintah untuk
mengatur PKL dalam rangka menciptakan
ketertiban umum merupakan suatu haLyang
posjtif dan pertu oleh seLuruh elemen
1 ' Menciptakan kondisi jatan dan
pasar yang tertrb dan rapi seba
gai upaya menciptakan keama.
nan dan kelertiban kota BandaF
. Upaya untuk meraih pengharga.
z adanya kepertingan untuk mer.
.Adanya kebltuhan ruang (tem,
par usana) yang strategis untuk
menjangkau pembeli.
L
. Kebutuhan rasa nyaman dan
aman dalam aktivitas transaksi
- (eb!tLhar akan ruang pubti.
(irotoar, bahu jatan)yang me-
- Keb!tLhan dariadanya kererti
ba. dan keberaruran lalu
Pedagang / pemllik pertokoani
' Rasa kenyamanao datam men-
jalankan aktjvitar usaha.
Sebagai akibat darj adanya
pemDeDasan teras atau lahan
Parkir yg terrutupi oleh aktlvi
sunbet data drctoh dt t.Pansan
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masyarakat. Akan tetapi, adanya keinginan
pemer i  n ta  h  te rsebu t  j  uga  harus
diseimbangkan dengan memperhatikan
kepentingan para PKL seiaku target groups
dari kebijakan penataan PKL. Karena
bagaimanapun juga, kebiiakan penataan
PKL dapat memberikan konsekuensi atau
pengaruh  yang  besar  te rhadap
keber tangsunqan  usaha  mereka .
Pemer in tah  sepa tu tnya  i ku t
memper hrtungkan kepentingan PKL sebagar
kelompok sasaran (target groups) daLam
keb i j  akan  pena taan  PKL.  Karena
baga imanapun juga keberadaan PKL
memitiki potensi positif yang cukup berarti
bagi pembangunan Kota Bandar Lampung,
bita mampu dikemas dengan baik. Dan
sebatjknya, j ika pemerintah tidak mampu
mengakomodir kepentingan PKL, maka
konflik antara pemerintah dan PKL bisa
menjadi semakin tajam dan sutit untuk
disatukan.
lv{anfaat Kebijakan Penataan PKL
Manfaat merujuk kepada segaLa
sesuatu Yang oLeh masyarakat, atau
pemimpin'pimimpin kelompok masyarakat,
d i  pa  nd  ang  sebaga i  sesua tu  yang
d ikehendak i .  Suatu  keb i jakan yang
d imaksudkan un tuk  member  manfaat
kolektif bjasanya akan tebih siap untuk
d i imp lementas ikan b i ta  d iband ingkan
dengan keb i jakan yang manfaatnya
partikutaristik (untuk sebagian orang).
Begitupun hatnya dengan kebijakan yang
dirancang untuk manfaat jangka panjang
jauh  teb ih  sekedar  un tuk
d i imptementas ikan b i la  d iband ingkan
dengan kebijakan yang dirancang untuk
memberikan atau membuahkan manfaat-
manfaat  Langsung kepada ke tom pok
sasaran.
Ada beberapa manfaat yang bisa
didapatkan dari penataan PKL, yang
per tama ada lah  te rc ip tanya kond is i
t ingkungan Kota Bandar Lampung yang
tertib, rapih, dan aman. Kedua, untuk
te.ciptanya suasana pasar yang kondusif
sehingga man dan nyaman bagi pedagang
dan pembeti, ketiga, adatah untuk PKL itu
sendiri, mereka tetap bisa meLangsungkan
usahanya dan mereka juga mendapatkan
legatitas karena usaha mereka sudah sesuai
dengan ketentuan. Pada dasarnya kebijakan
Penataan  PKL,  berusaha  un tuk
menyeimbangkan pemberian manfaat baik
itu bagi PKL maupun masyarakat pada
umumnya. Yang mana bita dit it ik dari segi
manfaatnya, kebijakan penataan PKL bisa
dikatakan Lebih bersifat kotektif (untuk
kepenijngan bersama) bila dibandingkan
dengan partjkutaristik (untuk seketompok
orang).
Akan tetapi, pada kenyataannya
manfaat kebijakan penataan PKLyang tebih
bersifat kotektif tersebut masih betum
ditanggapi secara positif oleh para PKL,
Umumnya para PKL mengatakan bahwa
meskipun kebijakan penataan PKL memberi
kesempatan pada para  PKL dengan
menyediakan lokasr penggantr bagi PKL,
namun pada kenyataannya lokasi yang
pemer in tah  sed iakan te rsebut  t idak
menunjukkan manfaat yang berpjhak pada
para PKL.
Bagi para PKL kestrategisan suatu
tokasjjetas memiLiki suatu nilaiyang berarti
datam menjaLankan ktif i tas mereka, dan
haL ini seringkaU melatarbetakangi mereka
untuk mau atau tidak mau ditata, Penataan
datam pandangan mereIa harus dimaknai
dengan tersedianya lokasi yang strategis.
Karena mereka umumnya berfikir untuk apa
ditata bita tidak mampu meningkatkan
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penghasitan dan buat apa diberikan lokasi
baru j ika pada kenyataannya meniadi
menurun pendapatannya.
Xesewenang'wenangan pemerintah
daLam enertibkan seturuh pedagang tetah
menghitangkan mata pencariannya. Apalagi
berbekat kejetasan penggunaan [apak
tersebut, para pedagang memanfaatkan
untuk meminjam ke bank dan ini menjadi
masatah baru. Menyinggung apa seharusnya
yang dilakukan pemerintah, seharusnya
perLu ditakukan penertiban bagi mereka
yang ilegal, namun tetap arif dan bi]aksana.
Pedagang hamparan Pasar Bambu Kuning
metaporkan  wat i ko ta  ke  Po i tabes
Bandartampung, karena melanggar Perda
dan hak warga kota. Sementara pasca
pener t iban  o teh  Pemer jn tah  Ko ta
Bandarlampung, sejumtah pedagang masih
tertihat beraktivitas di tempat yang tidak
semest inya ,  seper t i  d i  badan ja tan .
Pemerintah Kota Bandarlampung beLum
lama ini menertibkan Pasar Bafi 'bLr Kuning
Bandartampung yang sudah sesak dengan
PKL. SeLain aksi penoiakan dari para
pedagang. aksi penertiban itu ternyata juga
mendapatkan dukungan dari berbaqai
ka langan , .ka rena  d i  n i  ta i  mampu
mengurangi kemacetan dan kesemrawutan
di kawasan Pasar Bambukuning.
Jangkauan perubahan yang Diharapkan
Suatu  keb i jakan  d i rancang
sedemikian rupa untuk menciptakan suatu
perubahan pada [ingkungan dan pritaku
i  nd iv id  u  a tau  seke lompok  o rang .
Perubahan tersebut bjsa menyangkut
perubahan da tam hubungan-hubungan
sosial, potit ik, dan ekonomi. Pemerintah
mengharapkan tidak ada tagi PKL yang
metangga  r  pe ra tu ran  yang  sudah
ditetapkan. Karena PKL sudah djsediakan
tempat yang legal,dengan demikian PKL
dapat berdang pada tempat yang sudah
disediakan PemKot dan tidak kembah
berdagang pada lokasi yang metanggar
ketentuan.
Perubahan yang diharapkan terjadi
setetah peLaksanaan penataan PKL dj Kota
Bandar Lampung, meLiputi perubahan suatu
kond is i  dan pr i taku  dar i  para  PXL.
Perubahan kondjsi yang dimaksud metiputi
perubahan [ingkungan di kota Bandar
Lampung yang sebetumnya semrawut
(sebagai akibat dari pemakaian sejumtah
ruang pubtic oteh PKL) menjadj suatu
kondisi (keadaan) yang rapjd an tertib.
Perubahan kond is i  t ingkungan yang
diharapkan tersebut idak hanya pada tokasi
di pasar Bambu Kuning, namun juga pada
de lapan  lokas i  Ia innya  d i  Bandar
Lammpung. Dengan ditatanya PKL yang
berada pada sejumtah [okasi tersebut, maka
djharapkan Ruang Terbuka Pubtik seperti
trotoar dan iahan parkir dapat dibebaskan
sebagaimana f ungsi awaLnya.
Peruba ha  n  ta innya yang juga
d i  harapkan te r jad i  se te tah  adanya
penataaan PKL adalah perubahan terhadap
pritaku para PKL setaku target groups datam
menjatankan aktif itasnya. Setama inj para
PKL daLam menjatankan usahanya pada
umumnya setatu menggunakan Iokasi"tokasi
sepertj trotoar dan bahu ialan yang
tentunya metanggar ketentuan pemerintah.
PenFgunaan Iokasi-lokasi tersebut
tidak hanya bertentangan dengan Rencana
Tata Ruang Witayah Kota Bandar Lampung
akan tetapi juga bertentangan dengan
Perda No. 8 tahun 2000 tentang pembinaan
umum ketertiban, keamanan, kebersihan,
kesehatan, dan keindahan kota Bandar
Lampung dan perda No. 7 Tahun '1997 yang
mengatur tentang bangunan datam kota
Bandar Lampung. Dengan adanya kebijakan
pena taan ,  PKL d i tun tun  agar
mempergunakan sejumtah tokasi yang
94
sesuai dengan peruntukan, yakni tokasi-
tokasi yang tjdak menyaLahi ketentuan tata
ruang kota Bandar Lampung dan juga tidak
menyalahi sejumtah ketentuan-ketentuan
dari peraturan-peraturan daerah yang ada.
Letak Pengambilan Keputusan
Pembuatan keputusan berada di
an ta ra  Perumusan keb i iakan  dan
imptementasi , kedua hal tesebut saung
terka i t  sa tu  sama la in .  Keputusan
mempengaruh i  impLementas i  dan
im p lementas i  tahap  awa l  akan
mempengaruh i  tahaP Pembuatan
keputusan se tan ju tnya ,  Yang Pada
g jL i rannya  akan  memPengaruh i
implementasi berikutnya.
Proses pengambjLan keputusan dari
kebiiakan penataan PKL di kota Bandar
Lampung ditakukan di t ingkat rapat t im
operasionaI penataan PXL yang tetah
dibentuk metatui 5K Watikota. Metatui t im
operasionat penataan tersebut, dihasiLkan
suatu keputusan mengenai rencana aksi
untuk menindaktanjuti permasatahan PKL.
Aktor -  ak to r  daLam t im operas iona l
penataan PKL yang ditibatkan dalam proses
perencanaan kebijakan penataan PKL
adatah Kepata Dinas dan instansi yang
terkait dengang masatah PKL.
Pelaksanaan kebijakan penataan PKL
Di  men s i  ta in  yang  harus
dipertimbangkan dalam kontens kebijakan
adatah kuatitas dari para pe[aksana
kebijakan (imptementing agency) yang akan
mengahantarkan keb i jakan kepada
masyarakat. Menurut Ripley dan Franklin,
birokrasi pubtic (pemerintah) setama ini
tetah dianggap sebagai faktor utama datam
imptementasi kebijakan pubtic. Oteh sebab
itu, menurut mereka pertu diperhatikan
aspek-aspek krit is dari birokrasi kebijakan
yang akan menangani mandatpubtic.
Peran pemerintah Yang strategis,
akan banyak ditopang oteh bagaimana
birokrasi pubtic mampu metaksanakan tugas
dan fungsinya. Salah satu tantangan besar
yang dihadapi birokrasi adatah bagaimana
mereka mampu metaksanakan kegiatan
secara efektif adan efisien, karena setama
ini birokrasi diidentrkan dengan kinerja
yang berbetjt-betit, struktur yang tambun,
penuh dengan ko lus i ,  korups i  dan
nepotisme, serta tak ada standar yang
pasu.
Akuntabititas dan responsibititas
pubtic pada hakekatnya adalah standar
professionaI aparat pemerintah datam
memberikan petyanan kepada masyarakat.
Secara  p  rak t i s ,  akuntab i l i tas  dan
responsibiLitas pubtic dapat digunakan
sebagai sarana untuk menitai kinerja
apara[.
Sumber-Sumber yang 0apat Disediakan
Sumber daya merupakan satah satu
fak tor  yang sangat  pent ing  da tam
mengimptementasikan suatu kebijakaan.
Sumber daya yang dipertukan datam suatu
kebijakan tidak hanya tersangkut paut
dengan biaya. Akan tetapi, tebih dari itu
sumber daya juga terkait dengan fasi{itas
dan informasi. Datam kebijakan Penataan
PKL, sumber daya berkisar pada dana
(intensif untuk tim operasionat penataan),
informasi dan juga fasititas berupa lokasi
dan tempat usaha seperti lapak-lapak untuk
PKLyang akan ditata.
Dari ketiga aspek sumberdaya yang
dapat disediakan oteh pemerintah kota
Bandar Lampung ternyata masiih betum
mencukupi kebutuhan dari implementasi
kebijakan penataan. Pertama, datam hat
biaya operasionatisasi kebijakan Penataan
PKL, di mana dana intensif untuk tim
petaksana (tim operasional penataan PKL)
dan biaya untuk pembelian lahan ternyata
95
masih  be tum sepenuhnya memenuh j
kebutuhan. Kedua, fasjLitas berupa lokasj
baru bagi PKL, yang masih sutit terpenuhi,
karena adnya kesutitan datam pencarian
lahan yang strategis. Ketiga, adatah
informasi yang berkenaan dengan kejetasan
cara-cara petaksanaan kebiiakan penataan
PKL yang tjdak dirjnci meLaLui suatu
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
ksusus dan juga informasi mengenaijumtah
PKLyanq masih betum pasti.
Konteks  (L ingkungan)  lmp lementas i
Kebijakan
Mengkaji masatah imptementasi
suatu kebijakan, berartj berusaha untuk
memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu kebijakan diberlakukan atau
dirumuskan, yakni peristiwa-perjstiwa dan
kegiatan-kegiatan yang terjadi setetah
proses pengesahan suatu kebijakan, baikitu
yang menyangkut  usaha usaha un tuk
mengadministrasrkannya maupun usdha-
usaha untuk memberikan dampak tertentu
kepada masyarakat.
Untuk memahami bagaimana proses
pengadministrasian suatu kebijakan, maka
pertu kiranya untuk metihat konteks
( l ingkungan)  da lam mana keb i iakan
te  rsebut  d i  Iangsungkan,  pengka j ian
te rh  ad  a  p  t i ngkungan  imp lementas j
kebijakan ini berkenaan dengan faktor-
faktor l ingkungan apa saia yang membuat
suatu kebijakan gagat atau berhasit
d i imptementasrkan.  Mengena i  ha l  in i .
Grindte memaparkan bahwa Linqkungan
imptementasj kebijakan yang pertu untuk
dikaji adatah kekuasaan, kepentingan dan
sLra tegr  dar i  ak to r  yang  te r  l i baL ,
karak te r i s t i k  lembaga ( rez im)  dan
kepatuhan serta daya tangkap.
Menurut Joko Widodo, birokrasj dapat
d ika takan ba ik  j i ka  mereka d in iLa i
mempunya i  respons iv i tas  yang t ingg i
terhadap apa yang meniadi permasalahan,
Lebu luhan .  keLuhan  dan  asp i ras i
masyarakat. Mereka cepat memahami apa
yang menjadi tuntutan pubtic dan berusaha
semaksimaI mungkin memenuhinya. la
dapat menangkap masatah yang dihadapi
pubt ic  dan berusaha un tuk  mencar i
sotu5rnya. Mereka tidak suka menunda-
nunda waktu ,  memperpan jang ja tu r
petayanan atau mengutamakan prosedur
tetapi mengabaikan substansj.
DP. rgan  demi  l i an  berbaga i
peno(akan yang terjadi saat peLaksanaan
penataan PKL berLangsung seharusnya bisa
diatasi bjla pemerjntah kota Eandar
Lampung.ukup tanggap terhadap berbagai
tLrntutan dari para PKL. Pemerintah juga
seharusnya bisa mengubah sikap menentang
dari para PKL yang merasa durugikan oleh
kebijakan penataan PKL, menjadi sikap
mener ima agar  dapat  memungk inkan
diperotehnya suatu dukungan dan umpan
bat ik  se tama petaksanaan penataaan
ditangsungkan.
Jika kFrJa Drnas Pasar dan instansi
terkaitnya lemah, maka PKL akan tetap
menumpuk dj kawasan yang sebeLumnya
ditertibkan. Karena pa yang menjadi kerja
PKL adaLah menyangkut kebertangsungan
hjdup mereka. PKL tetap akan mencaTi
tempat dimana bisa berdagang. Harus
diakui bahwa upaya menata PKL dan
menertibkan bangunan tiar di Kota bukantah
hat yang mudah namun tiada masalah
kecuali pasti ada sotusinya. Memang,
Pemerintah Kota pada akhirnya tidak bisa
sendirian datam penuntasan permasalahan
PkL ini, perlu bekerja sama dengan
berbagai etemen masyarakat kota bahkan
stake holder dari kota kota yang lain terkait
arLs urbanisasi namun letap saja kun(i
pertama dalah keseriusan dan konsisrensi
yang harus ditunjukkan oLeh Pemerintah




Beberapa hal yang mungkin bisa
menjadi pertimbangan Pemerintah kota
dalam menangani PKLini adatah :
Mengawati dengan paradigma bahwa
PKL bukanlah semata-mata beban atau
gangguan bag i  ke indahan  dan
ketertiban kota. Tetapi, PKLjuga punya
hak  h idup  dan  mendapatkan
penghasitan secara layak, namun
tentunya atasan seperti ini jangan
sampai digunakan pedagang untuk
berdagang tanpa mematuhi aturan
karena tidak semua tokasi bisa dipakai
sebagai tempat usaha. Pemkot tetap
harus tegas namun tentunya ini
membutuhkan komunikasi dengan
penuh keterbukaan.
PKLsesungguhnya jug  merupakan aset
dan potensi ekonomi jika benar-benar
bisa dikelota dengan baik. Paradigma
ini akan berimptikasi pada cara
pendekatan Pemkot ke PKL yang
setama ini dianggap sangat represif.
pun i t i f  yang j  us t ru  me lah i rkan
pertawanan dan mekanisme "kucing-
kucingan" yang sama sekatr' tidak
menyelesaikan masatah.
Masalah yang muncuI berkenaan
dengan PKL in i  adatah  banyak
disebabkan oleh kurangnya ruang untuk
mewadahi kegiatan PKL di perkotaan.
Konsep perencanaan ruang perkotaan
(RTRW) yang tidak didasari oteh
pemahaman informatitas perkotaan
sebagai bagian yang menyatu dengan
sistem perkotaan akan cenderung
mengabaikan tuntutan ruang untuk
sektor informaI termasuk PKL. Kawasan
yang dikhususkan untuk PKL tetah
terbuktj menjadi solusi dibeberapa
tempat di Indonesia. Bahkan bisa
meniadi alternative tempat wisata jika
dimodifikasj dengan hiburan yang
menarjk perhatian masyarakat.
Pemerintah Kota harus memiliki riset
khusus  seca ra  ber tahap un tuk
mengamati dan memetakan persoatan
PKL, pasang-surut perkembangan PKL
serta bangunan tiardi berbagai witayah
kota, sehingga bisa metetakkan
argumen log is  un tuk  ak t iv i tas
ber i ku tnya .  5e  h i  ng  ga  mode l
pembinaan ke PKL bisa beragam
bentuknya dan tidak mesti datam
bentuk  bantuan modat .  Modet
pembinaan PKL dari Pemkot yang
memang sudah berjalan dan dirasakan
efektif mungkin bisa dilanjutkan
t ingga L  baga jmana memperkuat
pengawasan imptementasi di tapangan
karena masih banyak eluhan indikasi
lemahnya pengawasan penyimpangan.
Pemerintah Kota harus membuka diri
untuk bekerja sama dengan elemen
masyarakat  da tam penanganan
masatah PKL ini. Semisal LBH dan
beberapa LSM atau pihak akdemis
mungk in  b isa  d i t i  ba tkan un tuk
melakukan riset pemetaan persoalan
PKL dan advokasi ke mereka. Beberapa
Ormas bahkan Parpol pun bisa berperan
datam hat pembinaan ke mereka
sehingga PKL ini benar-benar menjadi
tanggung jawab bersama masyarakat.
Pemerintah Kota harus memastikan
payung hukum (Perda) yang tidak
menjadikan PKL sebagai pihak yang
dirugikan. Pelibatan semua elemen
yang terkait baik itu masyarakat,







etemen yang lain dengan semangat
keterbukaan justru akan menjadikan
keb i iakan pemkot  d idukung dan
dikawaI imptementasinya oLeh banyak
Katangan,
Pemerinyah Kota juga harus berani
mengawaI regutasi terkait penyediaan
10 % area bagi t iap-tiap tempat
pembeLan jaan seper t i  Mat t  a tau
supermarket yang dikhususkan untuk
PKL. Tentunya Pemerintah kota harus
memfasititasi sehingga antara pihak
PKL dan Pengusaha bisa sama-sama
tidak dirugikan.
Penertjban terhadap PKL liar mestjnya
harus dilakukan dengan pendekatan
diatog yang bernuansa pembinaan dan
bukan pendekatan represif yang justru
memicu pertawanan dan tidak boteh
terkesan tebang pitih karena bisa
me micu  kecu r igaan masyarakat
tentang adanya tekanan poLitjs dari
kekuatan tertentu yang mengarahkan
penertiban hanya pada komunitas
tertentu.
Setain penerapan Kebijakan penertjban
terhadap PKL, Pemerintah kota juga
harus berani meLakukan penertjban
kepada komunitas lain yang memang
juga metanggar aturan tata tertib kota
semjsal sejumtah stasiun pengisian
bahan bakar  umum (5PBU)  yang
menempati jatur hijau kota, dan
bangunan-bangunan komersiaI yang
metanggar garis empadan.
Pemerintah Kota juga harus punya
langkah preventif berupa pencegahan
arus urbanisasi agar tidak ketewat
batas atau metebihi kemampuan daya
tampung kota. korban pembangunan
kota metropolitan.
Kota  Bandar  Lampung d ibangun
cenderung bagaimana kepentingan kepata
daerahnya, baik Wati kotanya maupun
gubernurnya. Akibatnya, kota sangat rentan
terhadap tekanan kepentingan modat
(kapital). Faktor tain yang harus dibenahi
adatah lemahnya kesiapan ketembagaan
dan tumpang t ind ihnya kepent ingan
mas ing-mas ing  ins tans i .  Se la in  i tu ,
kepemimpinan datam pengelolaan sistem
transportasi perkotaan menajdi sangat
penting untuk mencegah terjadinya kasus
korupsi. Siaya pembangunan transportasi
perkotaan yang di korupsi sudah "jamak"
ditakukan di negeri ini sehingga kualitas dan
kuant i tasnya sangat  jauh  dar i  yang
diharapkan.
Jadi, kebijakan pubtic disebut puta
serangkaian keputusan yang diambil dan
tindakan yang ditakukan oleh institusi
p  u  b l i c  ( ins tans i  a tau  badan-badan
pemerintah) bersama-sama dengan aktor-
aktor potjt ik datam rangka menyetesaikan
persoa lan-persoa lan  pub l j c  deml
kepentingan seturuh mayarakat.
Perbaikan dan peningkatan kinerja
organjsasi birokrasi pubtic bukan hanya
karena merupakan kebutuhan,  guna
semakrn  men jamrn un tuk  pencapa ian
tujuan seiring dengan berkembangnya
tuntutan masyarakat. Datam memberikan
petayanan kepada pubtic, birokrasi pubtic
hendaknya berorientasi pada pelanggan,
ya  kn i  kepuasan pe langgan men jad j
orientasi utama petayanan pubUc.
lmptementas i  keb i jakan
sesungguhnya bukantah sekedar bersangkut
paut  dengan mekan isme pen jabaran
keputusan-keputusan potit ik ke daLam
prosedur"prosedur rutin lewat saluran-
saturan birokrasi, meLainkan Lebih dari itu,
ia menyangkut masalah konftik, keputusan







Berdasarkan hasit pembahasan yang
tetah peneliti kemukakan, maka dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan
PKL di pasar Bambu Kuning kota Bandar
Lampung betum efektif dalam mengatasi
persoatan pedagang kaki lima. Kesimputan
ini didasarkan atas betum terwujudnya
kepatuhan PKL dan tidak tercapainya
ketertiban sebagaimana yang djharapkan
oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
Dengan menggunakan modet jmpLementasi
kebijakan seperti yang dikemukakan oleh
Grindte, dapat dil ihat kedua aspek yang
dipertukan untuk mendukung keberhasilan
suatu kebijakan, yakni kontens (isi)
keb i jakan dan konteks  ( t ingkungan)
imptementasi kebijakan, yang masih betum
mendukung selama pelaksanaan penataan
PKLyang dijatankan.
Pada aspek kontens kebijakan,
tertihat isi kebijakan penataan PKL yang
masih betum memihak pada kepentingan
para PKL setaku ketompok sasaran dari
kebijakan. Pada konteks lingkungan dalam
petaksanaan penataan PKL terkait dengan
kekuasaan, kepentingan, dan strategi para
aktor, terlihat adanya kekuasaan yang
sangat dominan kepada pemerintah.
Pemkot Bandarlampung dalam metakukan
penataan pasar dengan menertibkan PKL,
tidak memitiki konsep penataan yang jetas.
Kami setuju dengan pendapat PKL bahwa
setama ini pemkot tidak memiliki konsep
penataan yang jetas, dan sejauh ini pun
konsep penataan itu seperti apa kita tidak
tahu. Memang amat sangat disayangkan
sikap pemkot yang baru merealisasikan
peneniban PKL di saat jumtah PKL semakin
banyak. Seharusnya dari awat pemkot sudah
antisipasi, nyatanya begitu ada penertiban
PKL. oemkot matah ketabakan sendiri
karena banyak yang tidak tertampung.
Penataan. akan tebih susah karena sudah
tergusur. Kami menitai rencana pemkot
menata PKL akan tebih sutit, Pasatnya, kini
Demkot mau menata PKL di kawasan Pasar
Tengah dan seputaran Ramayana, padahal
di kawasan Bambu Kuning saja betum
tuntas, "Setesaikandulu satu kawasan, baru
ke kawasan tainnya, Jika satu kawasan
setesai dan bagus hasitnya, ini akan menjadi
contoh PKL di kawasan tain, dan tidak akan
sutit untuk ditertibkan.
SARAN
Setelah metihat dan menganalisis
hasil penelitian, maka penutis mencoDa
memberikan beberapa saran:
a. Perlunya strategi yang tepat untuk
melaksanakan penataan PKL, agar
pemerintah datam metaksanakan
penataan  PKL t idak  hanya
mengandatkan otoritas semata.
b. Perlunya keterbukaan pemerintah
kepada pihak PKL selama pelakanaan
penataan PKL bertangsung.
c. Perlunya pengawasan yang intens
terhadap PKLyang telah ditata, dengan
memaksimalkan peran unit petaksana
teknis (UPTD ll) Dinas Pasar setaku
pengetota pasar Bambu Kuning untuk
melakukan pengawasan terhadap PKL.
Perlunya penertiban PKL secara
berkata, bita ada satu PKL yang metakukan
petanggaran, maka harus segera diambil
tindakan untuk mencegah bertambahnya
PKLbaru ditokasi yangtetah ditata
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